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: Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur dihadirat
ah 5wt yang hanya atas anugerah dan kemurahanNya saja maca
ku dengan judul "HUKUM ACARA PIDANA” ini dapat diselesaikan
1 diterbitkan.

Tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa kebanyakan
t yang membahas pidana ditulis dalam gaya yang klasik. Buku
f; ak menganut sistematik yang dikenal selama ini. Meskipun
gmbangan dalam hukum pidana, terutama yang berdimersi
| , tidak mengalami perkembangan yang dramatis, buku ni
saha mengedepankan perkembangan terakhir, terutama yang
jlian dengan yurisprudensi di Belanda.

Kuatnya tuntutan penegakan hukum dari” masyarakat
Jpakan momentum yang baik dan harus segera disikapi secara
Momentum dimaksud merupakan peluang bagi para ahli
untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif supaya
ilan masyarakat dapat dipenuhi. Salah satu bentuk proaktif
wlah sosialisasi materi hukum dalam hal ini khususnya hukum
A dalam proses beracara di tengah masyarakat. Penerbitan butu
udul "Hukum Acara Pidana”, diorientasikan untuk konsumsi
iswa yang mengambil disiplin ilmu hukum dan juga bégi
', I yang tertarik dalam dumia hukum. Selain itu, buku ini juza
limanfaatkan oleh para praktisi hukum.

~|§ emang terbawa oleh sifatnya yang merupakan “pedang
fdua”, para pakar hukum pidana berusaha untuk mencan
ol yang mendasari penerapan pedang tersebut, Hukum acara
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H. Suyanto, SH., MH., MKn

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran
materiil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang
dapat di dakwakan melakukan pelanggaran hukum,

Ruang lingkup hukum acara pidana dl Indonesia meliputi mencan kebenaran,
penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan
terciptanya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti untuk
pertama kalinya indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi

Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan
suatu kasus pidana mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga proses
pengadilannya. Tujuan penulisan buku ini jalah untuk memberikan pengertian
kepada kita tentang tinjauan kondisi serta mengenal lebih dalam tentang aturan yang
secara jelas mengatur tentang mekanisme proses Hukum Acara Pidana.

Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana, pasangan yang tidak dapat
dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagal dua sisi mata uang. Keduanya
saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti.
Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan
akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya
yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat
berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana,
berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang
yang diproses oleh hukum acara pidana.
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